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Bahwa penggunain Kendaraan Bermotor
Perorangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa tengah ternyata
memerlukan pemeliharaan dan pembiayaan
yang setiap tahunnya merupakan beban yang
sangat berat terhadap Anggaran Keuangan
Daerah yang semakin lama semakin mening-
kat;

. Bahwa kondisi kendaraan Bermotor Per-

orangan Dinas Milik Pemerintah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang ber-
umur 5 (lima) tahun dan/atan dipergunakan
selama 5 (lima) tahun atau lebih, dipandang
tidak memadai lagi dengan besarnya frek-
wensi penggunaan kendaraan untuk kepen-
tingan dinas;

Bahwa dalam rangka effisiensi penggunaan
kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah
serta penghematan pembiayaan untuk peme-
liharaannya, dengan tanpa mengurangi ke-
lancaran pelaksanaan tugas Instansi/Lem-
baga-lembaga Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat ¥ Jawa Tengah, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pen-
jualan Kendaraan Bermotor Perorangan Di-
nas milik Pemerintah Propinsi Daerah Ting-
kat T Jawa Tengah berdasarkan Peraturan
Pemerintah no. 46 Tahun 1971 yang pelak-
sanaannya perlu disesuaikan dengan keada-
an khusus di bidang kepegawaian, peralatan
dan keéuangan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat T Jawa Tengah.

. Undang-undang No. 5 Tahun 1974;
. Undang-undang No. 10 Tahun 1950;
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 46 tahun 1971,
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Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah : v

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAE-
RAH TINGKAT I JAWA TENGAH TEN-
TANG PENJUALAN KENDARAAN BER-
MOTOR PERORANGAN DINAS MILIK PE-
MERINTAH PROPINSI DAERAH TING-
KAT I JAWA TENGAH.

-BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

a. Pemerintah Daerah - : ialah Pemerintah Propinsi Dae-
rah Tingkat T Jawa Tengah;

b. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah
Tingkat T Jawa Tengah;

¢. Kendaraan perorangan dinas: ialah kendaraan bermotor per-
! orangan dinas milik Pemerintah
Daerah, baik beroda dua mau-
pun beroda empat asal pembeli-
an dari Anggaran Daerah ( Se-
dan, Jeep, station wagon, Sepe-

da Motor, Scooter ).
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d. Harga umum/pasaran : ialah Harga umum / pasaran
yang berlaku untuk menghitung
SWP3D DKI Jakarta Tahun
bersangkutan.

e. Biaya pemeliharaan : ialah setiap pengeluaran untuk
pembelian bahan bakar, pelu-
mas, accu, ban dan biaya door-
smeer;

f. Biaya perbaikan : ialah setiap pengeluaran yang
lain untuk memperbaiki kenda-
raan.

Pasal 2

Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur dan/atau
dipergunakan selama lima tahun atau lebih, sejak ditetapkannya
Peraturan Daerah ini dapat dijual kepada Pegawai Negeri/Pejabat
Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daersh ini.

Pasal 3

(1) Yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas di
maksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, ialah :

a. Pegawai Negeri ( termasuk ABRI ) sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No. 8 Tahun 1974, yang pada saat dikeluar-
kannya Peraturan Daerah ini telah mempunyai masa kerja se-
kurang-kurangnya 5§ (lima) tahun pada Pemerintahan Daerah;

b. Pejabat Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Guber-
nur Kepala daerah.

(2) Dalam pelaksanaan hak membeli seperti di maksud pada
ayat (1) Pasal ini, Pegawai Negeri/Pejabat Daerah yang mempu-
nyai kedudukan dan/atau pangkat yang lebih tinggi dan/atau pe-
megang kendaraan dan/atau yang akan pensiun dipertimbangkan
akan kemungkinannya untuk mendapatkan prioritas.
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Pasal 4

(1) Pembelian kendaraan perorangan dinas baru sebagai
pengganti kendaraan perorangan dinas yang dijual, baru dapat di-
lakukan apabila :

a. Telah disusun tabel Organisasi & Perlengkapan yang antara la-
in mengatur tentang jabatan-jabatan yang perlu disediakan dan
hak menggunakan kendaraan perorangan dinas;

b. Telah tersedia biayanya dalam Anggaran Daerah.

(2) Ketentuan mengenai tersebut ayat (1) sub a Pasal ini di-
tetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB NI
'PELAKSANAAN PENJUALAN

Pasal §

{1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas -
tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini baru dapat dilakukan setelah
persetujuan Gubernur Kepala Daerah atas permohonan untuk
. membeli kendaraaan perorangan dinas yang diajukan oleh seorang
Pegawai Negeri/Pejabat Daerah seperti tersebut pasal 3 peraturan
Daerah ini.

(2) Pemberian persetujuan tersebut dilakukan setelah mem-
pertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari dilingkungan kerja ti-
dak akan terganggu;

b. Effisiensi penggunaaan kendaraan yang bersangkutan bagi Pe-
merintah Daerah.
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(3) Sesuai ‘dengan keteatuan-ketentuvan yang diatur dalam
Pasal 3, 6 dan 7 Peraturan daersh ini, pelaksanaan pen;ualan
kendaraan perorangan dinas seperti tersebut ayat (1) Pasal ini,
dilakukan tidak melalui lelang umum.

Pasal 6

Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai
berikut :

a. Bagi kendaraan yang telah berumur 5 (lima) taltun sampai de-
ngan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empatpuluh
per seratus) dari harga umum/pasaran yang berlaku; :

b. Bagi kendaraan yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau le-
bih, harga jualnya adalah 20% (duapuluh per seratus) dari har-
ga umum/pasaran yang berlaku.

Pasal 7

Guna pelaksanaan pengualan kendaraan perorangan dinas,
berdasarkan Peraturan Daerah ini serta untuk menentukan harga
jual atas kendaraan-kendaraan tersebut sesuai denan ketentuan Pa-
sal 6, diadakan Panitia Penaksir Harga Penjualan yang ketentuan-
ketentuan pembentukannnya diatur oleh Gubernur chala Dae-
rah,

Pasal 8

(1) Pembayaran harga pembelian kendaraan perorangan di-
nas, dilakukan dengan mengangsur, yang hanis dilunaskan dalam
waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya 5
(lima) tahun.

(2) Besarnya angsuran tiap bulan dttetapkan oleh Gubernur
Kepala Daerah. v
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(3) Pegawai Negeri/Pejabat Daerah yang diberhentikan de-
ngan hormat atau pensiun dalam waktu angsuran belum lunas, di-
haruskan melunasi sisa angsurannya dengan tunai pada saat me-
laksanakan pemberhentian atau pensiun tersebut.

(4) Semua pengeluaran untuk perbaikan kendaraan perora-
ngan dinas yang akan dibeli, yang telah dikeluarkan oleh Pemerin-
tah Daerah, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya
persetujuan penjualan, menjadi tanggung jawab pegawai/Pejabat
pembeli dan harus dibayar secara tunai sebelum dilakukan' pem-
belian tersebut.

Pasal 9

Selama kendaraan perorangan dinas yang akan dijual kepa-
da Pegawai Negeri/Pejabat Daerah dengan cara di maksud pasal 8
belum dibayar lunas, maka berlaku ketentuan-ketentvan sebagai
berikut : '

a. Pemerintah Daerah masih tetap menjadi pemilik kendaraan
perorangan dinas tersebut;

b. Kendaraan tersebut tetap dipergunakan oleh Pegawai Negeri/
Pejabat Daerah yang bersangkutan untuk keperluan Dionas,
sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaannya menjadi tanggung
jawab Pegawai Negeri/Pejabat Daerah yang bersangkutan;

c. Pegawai Negeri/Pejabat Daerah yang bersangkutan dilarang
menjual, memindah-tangankan, meyewakan, meggadaikan a-
tau meminjamkan kendaraan tersebut kepada fihak ketiga.

Pasal 10

(1) Terhadap Pegawai Negeri/Pejabat Daerah yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagimana tersebut pasal 8 ayat (1), (3)
dan (4), dapat dicabut haknya scbagai pembeli kendaraan per-
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orangan dinas dan semua pembayaran yang telah dilakukan di-
kembalikan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut
oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Terhadap Pegawai Negeri/Pejabat Daerah yang melang-
gar ketentuan Pasal 9 sub b dan ¢, di samping haknya untuk mem-
beli kendaraan perorangan dinas dicabut, maks semua pembayaran
yang telah dilakukan tidak dikembalikan.

Pasal 11

Para Pegawai Negeri/Pejabat Daerah yang telah pernah
membeli kendaraaan perorangan dinas, baik berdasarkan Per-
aturan Daerah ini ataupun atas dasar Peraturan yang terdahulu,
dapat diberikan hak untuk membeli lagi atas dasar peraturan Dae-
rah ini setelah jangka waktw 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian-
nya yang pertama.

Pasal 12

Hasil pendapatan dari penjualan kendaraan-kendaraan per-
orangan dinas tersebut disetor pada Kas Pemerintahan Daerah.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

. Gubernur Kepala Daerah mengatur lebih lanjut penjualan .
kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan-dilingkungan Per-
usahaan Dacrah dan Bank Pembangunan Daerah dengan memper-
gunalkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman.

10
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BAB IV

Pasal 14

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala peraturan/
ketentuan mengenai penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah
Daerah yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Semarang, 21 Juni 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPAIA DAERAH

DAERAH PROPINSI TINGKAT 1
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH,
JAWA TENGAH
KETUA,
PARWOTO . SOEPARDJO

‘11
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Kepu-
tusan tanggal 18 Pebruari 1978 No. Pem. 10/13/477_}28.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah No. 13 tanggal 15 April tahun 1978 Seri
D Nomor 4. '

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

KARDIMAN




-11-

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 6 tabun 1977

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR PERORANGAN
DINAS MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGEAT I JAWA TENGAH

I. UMUM.

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971 dan
pedoman yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri de-
ngan surat-suratnya, masing-masing tanggal 11 Maret 1974 No-
mor FINMAT 12/1/9 dan tanggal 13 April 1974 Nomor FIN-
MAT 12/1/14, kendaraan perorangan dinas milik Daerah yang
telah berumur 5 ( lima ) tahun dan atau dipergunakan selama
$ (lima ) tahun atau lebih dapat dijual kepada Pegawai Negeri
( termasuk ABRI ) dan Pejabat Daerah.

2. Maksud dan tujuan yang terkandung di dalam kebijaksanaan
tersebut ialah :

a. guna meringankan beban keuangan Daerah, disebabkan
karena besarnya biaya pemeliharaan kendaraan-kendaraan
yang telah berumur dan atau dipergunakan selama 5 (lima)
tahun atau lebih;
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b untuk menjaga dan memelihara kelancaran pekerjaan yang
ada kaitannya dengan kebutuhan angkutan,-kendaraan di-
nas yang telah berumur dan atau dipergunakan selama 5
(lima) tahun atau lebih pada umumnya sudah tidak mema-
dai lagi dengan besarnya frekwensi penggunaan untuk
kepentingan dinas. '

Guna tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan pelaksanaan, ma-
ka pengetrapan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peme-
rintah Nomor 46 tahun 1971 tersebut di atas perlu disesuaikan

. dengan situasi, dan kondisi Daerah.

14

Sehubungan dengan ini, faktor-faktor yang menjadi pertim-
bangan ialah :

a. akibat penjualan kendaraan-kendaraan dinas tersebut ja-
ngan menimbulkan hambatan dalam pelayanan angkutan
untuk keperluan dinas, baik dalam masa peralihannya mau-
pun pada waktu-waktu sesudah itu;

b. harga jual kendaraan tidak terlalu memberatkan pembeli

" yang bersangkutan;

besarnya angsuran tiap bulan masih dalam batas kemam-
puan pembeli yang bersangkutan,

Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Gubernur
Kepala Daerah untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang
penjualan kendaraan bermotor perorangan dinas, sedangkan
Surat keputusan di maksud harus pula terlebih dahulu disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; satu dan lain sesuai
pedoman Mentreri Dalam Negeri tersebut dalam suratnya
tanggal 1 Mei 1976 Nomor Kupd 5/3/38 t=ntang ” Prosedur dan
landasan hukum atas kebijaksanaan merubah status hukum
harta kekayaan milik Pemerintah Daerah:



I1. PASAL DEMI PASAL.
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Pasal
Pasal 2

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
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Cukup jelas.
Untuk melakukan penjualan kendaraan seperti

. yang di maksud dalam pasal ini, Gubernur Ke-

pala Daerah menerbitkan Surat Keputusan yang
perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah (lihat Penjelasan Umum).

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.




